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PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2024 ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun
2023, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan
perubahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 343
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2024;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



7.

8.

9.

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

11

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 630);

15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

16.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

17.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23)



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai

penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan bentuk
evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan 2 (dua)
RKPD Tahun 2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala

bidang pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dalam
mendukung capaian target dan sasaran pembangunan
Daerah; dan

c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan
umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 (KUA), kebijakan umum perubahan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (KUPA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-

PPAS) Tahun 2024, serta sebagai landasan penyusunan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (P-APBD) Tahun 2024.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 3
RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari
2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
RKPD Tahun 2024 terdiri atas 7 (tujuh) Bab sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah.
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat
dalam Bab III tidak mengalami perubahan pada perubahan
RKPD Tahun 2024.
Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Bab IV disertai dengan
pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif

terdapat pada Bab V.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2024:

a.

Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan
Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun

2024 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana



Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara
Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2024.

5. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 19 juli 2024

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 19 juli 2024

"1,, . )\v"\ /// /
AND i ARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 19
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan
yang berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dalam
rangka melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibanding
keadaan sebelumnya. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum
merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu
mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi
yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan
pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai
suatu bangsa. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat
pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-
down/bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Pada Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:
a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. Target sasaran pembangunan Daerah;

c. Prioritas pembangunan Daerah;
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d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024
mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan
nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan
kerangka keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
perencanaan pembangunan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Sesuai amanah
Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun
dengan tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil
evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 sampai dengan tahun
berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi
Global covid-19. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan
program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada
percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pembangunan
infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator
Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sampai dengan tahun
berjalan (Triwulan I) yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,82% (y-on-y), Tingkat
Kemiskinan 8,70 % (Maret 2023), Tingkat Pengangguran Terbuka 4,33 %
(Agustus 2023), Gini Rasio 0,377 (Tahun 2023), Indeks Pembangunan Manusia
74,60 (Tahun 2023) dan PDRB Perkapita Rp 69,70 Juta (Tahun 2023). Untuk
Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio dan IPM masih menggunakan angka tahun 2023
karena data tahun 2024 belum di rilis oleh BPS.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan
penjabaran tahun ke I (ke-satu) pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024
telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program
perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam Pergub RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh
perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur
APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan
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pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun
2024, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 selanjutnya
menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

12. Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6775);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Bab | Pendahuluan | | - 4


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

25.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);

28.Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2021 Nomor 287);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Bab 1 Pendahuluan | - 5



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021
Nomor 1419);

39.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanginan dan
Keuangan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

41.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

42.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Bab | Pendahuluan | 1 - B



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 302);

45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13;

46.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23).

1.3 Hubungan Antar Dokumen.

Hubungan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024
dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan sinergitas terutama
menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan
kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2024 juga
menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung
Pembangunan Nasional;

b) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan dokumen
RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran
yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan
Tahun Kesatu RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

c) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Adalah satu
kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan
RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RENJA-PD, setiap program dan
kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan
Perubahan RENJA-PD Tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD);

3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah;

4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
kabupaten/kota; dan
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5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P).

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerabh;

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan
penyesaian prioritas program dan kegitan Tahun 2024;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan
kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin Kketerkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah;

6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan;

7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2024, Perubahan Rancangan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang
mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses
penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana
dalam periode dokumen RPJMD/RPD, Kketerkaitan antara dokumen
Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat
Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan
uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab
Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD
dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab
Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan
penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran
penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab
Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB 11 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN; Bab ini
memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
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Triwulan II Tahun 2024 dan Realisasi RPD 2024-2026, serta Permasalahan
Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini
memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah
kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini
menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat
rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2024 dengan
indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil
kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab
ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja
Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun
Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menegaskan
bahwa perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan kebijakan publik
dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
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BAB 11
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam penilaian dari suatu
perencanaan, Proses evaluasi ini sangat penting dan strategis dalam
pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,
evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan
terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil
dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada
Perubahan RKPD Tahun 2024.

Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan penilaian capaian
kinerja pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD
Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024, untuk menguraikan beberapa hal
penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro,
evaluasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dan permasalahan pelaksanaan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, hasil
pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai
apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan, perubahan target
capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam
penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024.

Penyusunan dokumen perubahan RKPD 2024 merupakan tahun
pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Memasuki
pertengahan tahun Anggaran 2024 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu melakukan perubahan RKPD
Tahun 2024.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro Daerah

Evaluasi indikator kinerja makro adalah proses menilai dan menganalisis
indikator pembangunan yang menggambarkan kinerja keseluruhan
pembangunan suatu daerah. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti
Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia,
Ketenagakerjaan, dan Angka Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Evaluasi
indikator kinerja makro tidak hanya memberikan pemahaman tentang kondisi
ekonomi saat ini, tetapi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang
mendukung pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia triwulan [-2024 terhadap triwulan sebelumnya
terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, konstruksi
pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar
10,34 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PK-P) mengalami konstraksi pertumbuhan terdalam sebesar
36,69 persen. Ekonomi Indonesia triwulan [-2024 terhadap triwulan
sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen (y-to-y). Dari sisi
produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi
Pemerintahan, pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen.
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Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit
yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 24,29 persen. Secara nasional ekonomi triwulan I - 2024 tumbuh
positif di semua wilayah dimana kelompok provinsi di Pulau Jawa masih
menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam ekonomi Nasional dengan
peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan
pertumbuhan sebesar 4,84 persen (y-on-y) dibanding triwulan [-2023.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto
(PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas
dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.112,9 triliun. Dalam kurun waktu 5 Tahun
terakhir pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami peningkatan
walaupun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 2,70 persen akibat dampak
pandemi Covid 19. Pada tahun 2024 (triwulan 1) capaian pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,11 persen atau meningkat 0,07 persen dari capaian tahun 2023 sebesar
5,04 persen.

GrafikIl. 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Per Triwulan 2022-2024

Q-TO-Q i Y-ON-Y C-TO-C { PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU

-0,83% 51% 511% Rp5.288,3 Triliun orét

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2019 -
2024 (Y-ON-Y) - PERSEN

5,02 4,65 5,01 5,04 5,11
— > —9
-2,70
2109 2021 2022 2023 TW 12024

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
A. Pertumbuhan Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Indonesia triwulan 1-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-
y) mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Terjadi pelambatan pada
beberapa lapangan usaha dimana Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi
pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Jasa Pendidikan sebesar 10,34
persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,48 persen dan Konstruksi
sebesar 2,57 persen. Disisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 4,19
persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,25 persen.
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Grafik II. 2
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)(persen)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
B. Pertumbuhan Domestik Bruto Menurut Pengeluaran

Ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2024 terhadap triwulan 1-2023 (Y-
on-Y) tumbuh 5,11 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua komponen
pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 24,29 persen; diikuti Komponen
PK-P sebesar 19,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
(PK-RT) sebesar 4,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) sebesar 3,79 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
0,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor
pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,77
persen.

Grafik II. 3
Pertumbuhan PDB Komponen Pengeluaran (y-on-y)(Persen)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov., Tahun 2024
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C. Produk Domestik Bruto

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024
didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap
PDB sebesar 57,70 persen; diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,85 persen;
Pulau Kalimantan sebesar 8,19 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen;
Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; Pulau Maluku dan Papua
sebesar 2,62 persen.

Kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukan perkembangan
yang kondusif walaupun berada ditengah kondisi geopolitik internasional yang
kurang stabil. Hal ini disebabkan masih kuatnya permintaan domestik dimana
kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif
pada triwulan 1-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada
kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul
Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen;
serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di
Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (Y-on-
Y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen.

Tabel II. 1
Laju Pertumbuhan sumber Pertumbuhan
PDB Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

Harga Berlaku Harga Konstan 2010

Triw 1-2023 Triw IV-2023 Triw 1-2024 Triw |-2023 Triw IV-2023 Triw 1-2024

[ 4] 3 4] 15 ) ]

A Pertanlan, Kehutanan dan Perikanan 5976 4038 4138 3391 3271 3271

B. Pertarmbangan dan Penggalian GO0 5100 4939 2143 2404 2342

[ =l Industri Pengolahan 2416 1011% 1.01%.4 4133 &40 8 &30 6
0. Pengadaan Listrik dan Gas 527 568 L L%} 310 335 326

© Qoo fnbergdobnsmesh a2 a4 a5 26 27 27
F. Honstruks] 5012 556,1 5412 2855 3153 3072

= E:‘;E‘::ﬁ;mﬁi‘*; _E,:;j::ﬂim 657,1 SE70 6954 3896 407,0 A07,5
i Transportasi dan Pergudangan 2818 3262 3134 1306 144.3 1419

L pemyedisan Akomodasi dan Makan 1248 139.1 1385 912 100.7 99.8

i Infarmasi dan Komunikasi 2123 2281 2329 194.7 2075 2110

K. lasa Kewangan dan Asuransi 2184 2213 2278 124.4 1264 1292

L. Real Estat 1249 1278 1285 85.0 858 ari
MK, lasa Perusahaan 0.7 9.4 1020 554 L &0.8
O pdministras Bemerintaban, Wajp 1442 1643 1777 89.1 1017 1060

B lasa Pendidikan 1328 1403 1472 823 85 B83

0. lasa Kesehatan dan Keglatan Sosial &4 &85 &4.7 383 46,2 428
RETL. lasa Lainnya 69 1073 1082 SB.& &43.8 &3.8
Milad Tamibrah Bruto Atas Dasar Harga Dasar 4.837.5 5.0724 5.063.6 2.825.0 3.002.4 2.980.6
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 2340 2301 2247 1365 1367 1323
Produk Domestik Bruts [PDE) 50715 5.302.5 5.288.3 2.961.5 31391 31129

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
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2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5
tahun terakhir cenderung berfluaktif. Pada tahun 2019 Ekonomi Sulawesi
Selatan tercatat mencapai 6,92 persen namun mengalami perlambatan
khususnya pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan
terkontraksi sebesar 0,70 persen akibat pandemi covid-19. Namun untuk tahun
2024, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama triwulan 1 - 2024
tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen.

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2024 mencapai
Rp161,21 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp92,04 triliun.
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 20,70 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 47,87 persen. Ekonomi Sulawesi
Selatan triwulan 1-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstruksi
pertumbuhan sebesar -4,63 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan
Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 8,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah
(PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar -49,73 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2024

Selama Triwulan 1-2024

> c-to-c q-to-q M
Perekonomian Sulawesi ; £
Selatan Tumbuh 4,82 persen, =y (4’82 “") ( 4’63 L)
PDRB ADHB PDRB ADHK Selama triwulan 1-2024, perekonomian
Sulawesi Selatan mampu menciptakan
Rp 161 21 riiun) Lerp 92.04 Tritiun nllalnmbahubowlsl,ntrlllun

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2019 - 2024

PERSEN
6,92
4,65 5,09 4,51 4,82
—m —0
-0,70
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

A. Menurut Lapangan Usaha
1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi selatan Triwulan I 2024 terhadap
Triwulan 1V-2023 (q-to-q)

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2024 dibanding triwulan IV-2023 (q-
to-q) mengalami konstraksi sebesar -4,63 persen dimana pada lapangan usaha
kategori konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar -23,23 persen.
Kemudian kategori Jasa Perusahaan turun sebesar -13,69 persen. Hal ini
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disebabkan Proyek pemerintah pola yang sama terjadi di setiap tahun dimana
realisasi pada triwulan I sedikit dibandingkan triwulan lainnya. Namun pada 6
kategori Lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan
Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,81 persen; disusul oleh
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,55
persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku triwulan [-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian
Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan sebesar 21,20 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,68 persen; Industri Pengolahan
sebesar 13,42 persen; Konstruksi sebesar 12,75 persen; dan. Peranan keempat
lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai
62,04 persen.

Grafik II. 4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)(persen)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1-2023 Terhadap

Triwulan 1V-2024 (y-on-y)

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan [-2024 dibanding triwulan 1-2023 (y-
on-y) 4,82 persen. Sebanyak 16 Kategori Lapangan Usaha tumbuh positif dan
hanya satu kategori yang tumbuh negatif yaitu Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar -3,72 persen. Pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya sebesar 18,30
persen. Selanjutnya kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,82 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,37 persen; posisi ke empat
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,37 persen; kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi ke

Bab Il - Gambaran Umum Kondisi Daerah | Il - B




PERLIBAHAN RENCANA KER.JA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHLUN 2023

lima tumbuh sebesar 8,61 persen. Momentum Ramadhan dan pemberian
Tunjangan Hari Raya mendorong ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.

Grafik II. 5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-to-y)(persen)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

B. Menurut Pengeluaran
1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi selatan Triwulan I - 2024 terhadap
Triwulan 1V-2023 (q-to-q)

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2024 dibandingkan triwulan 1V-2023
mengalami kontraksi sebesar -4,63 persen (q-to-q). Komponen Pengeluaran
yang mengalami kontraksi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
(PK-P) sebesar -49,73; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebesar -18,80 persen; komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -0,37 persen
sedangkan komponen lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi
pada komponen Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 31,47
persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
sebesar 4,57 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi
pengurang dalam perekonomian Sulawesi Selatan mengalami kontraksi
sebesar -32,61 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga
berlaku triwulan [-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB
Sulawesi Selatan yaitu sebesar 58,70 persen. Komponen lain yang memiliki
peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) sebesar 34,92 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 9,25
persen; serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,79 persen.
Sementara itu, Komponen yang memiliki peranan yang relatif sangat kecil yaitu
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 2,28 persen dan
Komponen Perubahan Inventori yaitu sebesar 0,04 persen
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Grafik II. 6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)(persen)
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2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1-2024 Terhadap
Triwulan IV-2023 (y-to-y)

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan [-2024 dibanding triwulan [V-2024 (y-
on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen. Pertumbuhan terjadi pada
semua komponen pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-
LNPRT) sebesar 47,87 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PK-P) sebesar 20,45 persen. Selanjutnya, komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami pertumbuhan sebesar 8,98
persen; diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar
1,39 persen. Sedangkan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami
kontraksi sebesar -9,43 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang
menjadi pengurang dalam perekonomian Sulawesi Selatan juga mengalami
pertumbuhan sebesar 6,64 persen.

Grafik I1. 7
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-to-y)(persen)

47,87

20,45

15.06

8,98
718 6,32 6,64
554 4,76 I 4,33 5,18 4,44
1,39 1,16 .
Hn il N m -
I I =04
-9,92 9,43
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pembentukan Maodal Ekspor Impor
Konsumsi Konsumsi Konsumsi Tetap Bruto Barang dan Jasa Barang dan Jasa

Rumah Tangga LMPRT Pemerintah

W Triw 1-2023 W Triw IV-2023 H Triw |-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024
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2.1.2. Inflasi

Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juni Tahun 2024 sebesar
2,03 persen year on year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)
sebesar 105,84. Inflasi tertinggi terjadi di Kab. Wajo 2,73 persen dengan IHK
sebesar 106,34 dan terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 1,77 persen
dengan [HK sebesar 106,13. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok
makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,06 persen; kelompok pakaian dan
alas kaki sebesar 0,71 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan
bakar rumah tangga sebesar 0,4 persen; kelompok perlengkapan, peralatan
dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok
kesehatan sebesar 1,71 persen; kelompok transportasi sebesar 0,9 persen;
kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen; kelompok
pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan
jasa lainnya sebesar 4,28 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan
jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi pada
Juni 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM),
cabai rawit, gula pasir, kontrak rumah, cumi-cumi, Sigaret Kretek Tangan
(SKT), daun bawang, ikan layang/ ikan benggol, bawang merah, bawang putih,
akademi/perguruan tinggi, udang basah, Sigaret Putih Mesin (SPM), kangkung,
bensin, kopi bubuk, ikan gabus, dan tarif rumah sakit. Sedangkan komoditas
yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam
ras, ikan teri, ikan bandeng/ikan bolu, bahan bakar rumah tangga, ikan
cakalang/ ikan sisik, telur ayam ras, ayam hidup, tempe, sabun cair/cuci piring,
ikan lamuru, telepon seluler, minyak goreng, asam dan air kemasan.

Grafik II. 8
Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019 - 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2023
mencapai 74,60, meningkat 1,78 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya
(72,82). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan,
pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan
[PM tahun 2023 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya
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yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan
dan dimensi standar hidup layak.

Tabel II. 2
IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2019-2023
e Satuan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 70,43 70,57 70,66 70,97 71,22
?;{gg’an Lama Sekolah Tahun 13,36 13,45 | 1352 | 13,53 | 13,54
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,26 8,38 846 | 863 | 876
(RLS)
Pengeluaran Perkapita Ribu
(ADHK) Rupiah,org 11.118 | 11.079 | 11.184 | 11.430 | 11.841

i | 7o | 715 | 7oz | a2 | eco-

Sumber :BPS Nasional, Tahun 2019 - 2023

Pada 2023, untuk nilai IPM pada Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan,
status pembangunan manusia di Kota Pare-pare meningkat dari “tinggi”
menjadi “sangat tinggi” dengan capaian IPM 80,36. Selain di Kota pare-pare,
selama kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari “tinggi” ke “sangat
tinggi” juga dialami Kota Palopo sejak tahun 2022. Dengan peningkatan status
pembangunan tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan
manusia “sangat tinggi” (IPM=80). Sejak tahun 2021 terdapat 7 kabupaten
yang berubah status dari sedang menjadi tinggi (70 < IPM < 80) diantaranya
Sinjai, Takalar, Kep. Selayar, Bantaeng, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Bone.
Sementara itu hanya Jeneponto status pembangunan manusianya berada di
level sedang dengan nilai indeks 68,95. Seiring dengan meningkatknya [PM
Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami
peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,72
poin, dengan 4 kabupaten yang memiliki peningkatan [PM paling tinggi adalah
Bulukumba dan Soppeng sebesar 0,89 poin serta Bantaeng dan Wajo sebesar
0,87 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah
Kota Makassar sebesar 0,40 poin

2.1.4. Keternagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja
dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT
Sulawesi Selatan hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 4,90 persen. Hal ini
berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur.

Grafik II. 9
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019 - 2024
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Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin
dibandingkan dengan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 5,10
persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,58 persen. TPT laki-
laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi Sulawesi
Selatan yaitu turun dibandingkan Februari 2023, masing-masing sebesar 0,15 persen
poin dan 0,69 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT
perkotaan (6,36 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan (3,70
persen). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar
2,68 persen poin, sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 1,33
persen poin.

Tabel II. 3
Karakteristik Pengangguran (persen), Februari 2022-Februari 2024

Februari  Februari  Februari Perubahan Perubahan
Karakteristik Pengangguran 2022 2023 2024 Feb 2022-Feb 2023 Feb 2023-Feb 2024
persen persen persen persen poin persen poin
(1) 2 (3 (4) (5) (6)

Tingkat Pengangguran i i}

Terbuka (TPT) 575 5,26 490 049 0,36

TPT Menurut Jenis Kelamin

- Laki-Laki 5,58 5,25 5,10 -0,33 -0,15

- Perempuan 6,03 5,27 4,58 -0,76 -0,69

TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal

- Perkotaan 9,72 9,04 6,36 -0,68 -2,68
- Perdesaan 2,80 2,37 3,70 -043 1,33
TPT Tingkat Pendidikan

Sekolah Dasar ke Bawah 3,01 142 294 -1,59 1,52
Sekolah Menengah Pertama 6,75 3,09 3,56 -3,66 0,47
Sekolah Menengah Umum 8,53 7,89 6,81 0,64 -1,08
Sekolah Menengah Kejuruan 8,61 13,03 10,32 442 -2,71
Diploma I/11/111 7,53 6,49 549 -1,04 -1,00
Diploma IV, 51, 52, 53 6,03 9,49 437 346 -5,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh
angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan
Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan
masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan
lainnya, yaitu sebesar 10,32 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah
pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,94 persen. Dibandingkan Februari 2023,
penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan
terbesar pada yang berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 yaitu sebesar 5,12 persen
poin. Sementara itu, lulusan SD ke bawah dan SMP mengalami kenaikan TPT yakni
masing-masing sebesar 1,52 persen poin dan 0,47 persen poin.
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Grafik II. 10
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan yang ditamatkan (Persen)
Februari 2022-Februari 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.
Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk
di Sulawesi Selatan. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 7.197,87
ribu orang, naik sebanyak 121,20 ribu orang dibandingkan Februari 2023. Sebagian
besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 4.707,98 ribu orang,
sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2.489,89 ribu orang. Komposisi
angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 4.477,30 ribu orang penduduk yang
bekerja dan 230,67 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023,
jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 152,54 ribu orang, penduduk bekerja
bertambah sebanyak 161,45 ribu orang, sementara pengangguran berkurang
sebanyak 8,92 ribu orang.

Tabel I1. 4
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kkerja, Februari 2022-Februari 2024

Februari Februari Februari Perubahan Perubahan
Status Keadaan 2022 ployk 2024 Feb 2022-Feb 2023  Feb 2023-Feb 2024
Ketenagakerjaan
ribu orang  ribu orang ribu orang ribu orang  persen orang persen
(1) 2) (3 (4) (3) (6) @ 8
Penduduk Usia Kerja (PUK) 6.973,64 7.076,67 7.197,87 103,03 1,48 121,20 il
Angkatan Kerja 4.592,33 4.555,44 4.707,98 -36,89 -0,80 152,54 325
- Bekerja 4.328,12 4.315,85 4.477,30 -12,27 -0,28 161,45 3,74
- Pengangguran 264,21 239,59 230,67 -24,62 -9,32 -8,92 -3,72
Bukan Angkatan Kerja 2.381,31 2.521,23 2.489,89 139,92 5,88 -31,34 -1,24
persen persen persen persen poin persen poin
E:r?:?}[f;:;s"’a’" Angkatan 45 g5 64,37 6541 -148 1,04
- Laki-Laki 82,73 82,30 81,44 -0,43 -0,86
- Perempuan 49,54 47,02 4987 -2,52 2,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan
dibanding Februari 2023. TPAK pada Februari 2024 sebesar 65,41 persen, naik 1,04
persen poin dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan
kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.
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Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 81,44
persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 49,87 persen.
Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,86
persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,85 persen poin.
Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,30
persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 47,02 persen.
Dibandingkan Februari 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,43
persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,52 persen
poin.

2.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 8,06 persen,
mengalami penurunan sebesar 0,64 persen terhadap capaian Maret 2023
sebesar 8,77 persen serta menurun 0,57 persen terhadap Maret 2022 sebesar
8,63. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2024 mencapai
736,48 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin
berkurang 52,4 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022,
jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 40,96 ribu
orang.

Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024
menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di
Sulawesi Selatan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai
dengan 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode
Maret 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sementara
itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret
2020 hingga Maret 2022 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang
melanda Indonesia. Untuk kurun waktu tahun 2023 kenaikan indeks harga
konsumen, melambatnya capaian pada sektor padat karya seperti Pertanian,
Kehutanan, Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Transportasi; dan
Lainnya serta adanya peningkatan fungsi alih lahan kepada sektor non produktif
mempengaruhi capaian Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik II. 11
Tingkat Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2024
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024
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Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum
kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak
dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan
data BPS Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 459.226,-
/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp
342.934,- (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp
116.292,- (25,32 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga
miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 orang anggota rumah tangga. Dengan
demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-
rata adalah sebesar Rp 2.489.005,-/rumah tangga miskin/bulan Perkembangan
garis kemiskinan tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan representasi
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok
makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018
hingga tahun 2024

Tabel IL. 5
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019-2024

Capaian
Wilayah Satuan
2019 2020 2021 2022 2023

Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan

Perkotaan Rupiah/ 354.770 | 375.463 | 403.751 | 443.717 | 458.859 | 485.401
Kapita/Bulan

Perdesaan Rupiah/ 331.063 | 350.791 | 368.465 | 405.213 | 416.532 | 436.463
Kapita/Bulan

Perkotaan + | Rupiah/ 341.555 | 362.031 | 384.455 | 422.952 | 436.025 | 459.226

Perdesaan Kapita/Bulan

Garis Kemiskinan Nasional

Perkotaan Rupiah/ 442,063 | 425.770 | 458.380 | 475.477 | 569.299 | 601.871
Kapita/Bulan

Perdesaan Rupiah/ 404.398 | 392.154 | 428,515 | 437.902 | 525.050 | 556.874
Kapita/Bulan

Perkotaan + | Rupiah/ 423231 | 410.670 | 440.538 | 458.947 | 550.458 | 582.932

Perdesaan Kapita/Bulan

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024
2.1.6. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan Indeks
Gini. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi
Selatan yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,363. Angka ini mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2023 dan Gini Rasio
Maret 2022 yang sebesar 0,377. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Rasio di
daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,373. Hal ini menunjukkan
terjadi penurunan sebesar 0,013poin dibanding Maret 2023 yang sebesar
0,386 dan mengalami penurunan sebesar 0,015 poin dibanding Maret 2022
yang sebesar 0,388. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada Maret 2024
tercatat sebesar 0,325, turun sebesar 0,014 poin dibandingkan dengan kondisi
Maret 2023 yang bernilai 0,339, kondisi yang sama jika dibandingkan dengan
kondisi Maret 2022 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,012 poin.
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Grafik II. 12
Perkembangan Indeks Gini Maret 2019-Maret 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2024

Sejak Maret 2019 angka Gini Ratio cenderung mengalami penurunan
sampai dengan Maret 2022 kemudian mengalami kenaikan di Maret 2023 dan
kembali turun pada Maret 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama
periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi
Selatan. Namun demikian, dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan nilai Gini
Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2021 lalu kembali mengalami
penurunan pada September 2021. Tetapi kondisi perekonomian global memicu
kenaikan harga bahan pokok yang mengakibatkan kenaikan gini ratio pada
Maret 2023.

2.1.7. Nilai SAKIP Provinsi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja
suatu instansi pemerintah di Indonesia. Penilaian dalam SAKIP dilakukan
berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang meliputi
berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan
anggaran, dan pencapaian target-target tertentu. Nilai SAKIP sendiri
merupakan hasil dari proses evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap instansi
tersebut. Nilai ini dapat mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah
tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta seberapa
baik mereka dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya. Berdasarkan
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, capaian kinerja
SAKIP pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,7 poin dari tahun
2023 data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6
Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

.

Nilai SAKIP Huruf/
Provinsi Angka
Sumber: Kemenpan, Tahun 2023

B B B B B
(65,06) | (63,02) | (65,01) | (68,08) | (68,78)
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapain indikator kinerja utama (IKU) pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
merujuk pada RPD tahun 2024-2026 terdiri dari 5 indikator tujuan dan 9
indikator sasaran. Untuk evaluasi pencapain kinerja sampai pada triwulan ke
dua tahun berjalan tersajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II. 7
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sumber : RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan
untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan
mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Menteri Dakam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 hingga 2023
diuraikan pada tabel berikut ini.
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